
2. Undang-Undang No nor 6 Tahun 1983 ten tang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perp ajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomo:· 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3::62) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Un:iang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peratur an Pemerintah Pcngganti Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 20(18 tentang Perubahan Keempat Atas Undang 
Undang Nomor 6 "ahun 1983 tentang Ketentuan Urnurn dan 
Tata Cara Perpaj ikan menjadi Undang-Undang [Lernbaran 
Negara Republik Ir donesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara R epublik Indonesia Nomor 4999); 

1. Undang-Undang Ne mor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kal upaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Berita Nega ·a Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dcngan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabr.paten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pernbentr.kan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propin ;i Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1~168 Nomor 31, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 2851); 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a diatas, mal.a penyesuaiannya tersebut perlu ditetapkan 
kernbali dengan Per.ituran Bupati; 

a. bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bekasi 
semula telah ditetr.pkan melalui Peraturan Bupati Nomor 62 
Tahun 2014 tentar g Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bekasi, namun ketentuannya perlu ditinjau clan 
disesuaikan kembali; 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASJ, 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERAlURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2014 
TENT ANG KEBI JAKAN AKUNT ANSI 

PERATURAN E,UPATI BEKASI 

NOMOR 37 TAHUN 2016 



12. Undang-Undang rromor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

11. Undang-Undang rromor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi D, erah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nornor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor ~ 049); 

10. Undang-Undang r·omor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lernbar an Negara Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pemtangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun ~ 004 Nornor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4421); 

8. Undang-Undang l\omor 15 Tahuri 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengclolaan dan ''anggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik I ndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Itepublik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran >legara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang f\ omor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan 
Negara (Lembaran l legara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
4286); 

5. Undang-Undang Nornor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Kor upsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomo:· 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Ncmor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Ne mor 31 Tahun 1999 ten tang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nom01 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4] 50); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengara 
Negara yang Bers h dan Bebas dari Koru psi, Kolusi dan 
Nepotisme [Lernbarnn Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tamba ian Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nornor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Pake a (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor : 686), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nor ror 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nor ior 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
dengan surat Paksa :Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 19, Tanibahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3987); 



19. Peraturan Perneri ntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuar. gan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun :!005 Nornor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indones ia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturar. Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas ~eraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Inforrnasi Keuangan Daerah (Lembaran negara 
Republik Indone sia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5155); 

18. Peraturan Perneri atah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lerr baran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tam aahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

17. Peraturan Perner intah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuar.gan Badan Layanan Urnurn (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran 
Negara Republiki Indonesia Nornor 4502), sebagairnana telah 
diubah dengan Pcraturan Pernerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2003 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 171, 
Tambahan Lembai an Negara Republik Indonesia Nornor 5340); 

16. Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan I .euangan Pirnpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nome r 90, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor .c 416) sebagaimana telah beberapakali diubah 
terakhir dengan P eraturan Pernerintah Nornor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahar. Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 Ten .ang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pirnpinan dan A 1ggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 
Tambahan Lernbar an Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuanjan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lernbars n Negara Republik Indonesia Nornor 4028); 

14. Peraturan Pemerint ih Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1977 Nomoi 11, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapakali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 
tentang Perubahar. Keenambelas Atas Peraturan Pemerintah 
Nornor 7 Tahun 19i 7 ten tang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara F'epublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nornor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebag airnana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Unc ang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undan g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintahan Daer ah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 56 79); 



30. Peraturan Pemer.ntah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang 
Pedoman Umum !iistem Akuntansi Pemerintah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899); 

28. Peraturan Pernerim ah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

27. Pera tu ran Pemeri ntah Nomor 39 Tahun 2007 ten tang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2J07 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

26. Peraturan Pemerint ah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Propinsi dan Peme intahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik lr.donesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

25. Peraturan Pemeri rtah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggaraan :>emerintah Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangar. Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan : >cmerintah Daerah kepada Masyarakat, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembara n Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kin erja Instansi Pcmerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Inc onesia Nomor 4614); 

23. Peraturan Pernerintuh Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 
(Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, 
Tambahan Lembara 1 Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 

22. Peraturan Pernerintnh Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Itepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

21. Peraturan Pemerir.tah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuan ~an Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2(05 Nomor 140, Tambahan Negara Republik 
Indonesia Nomor 45''8); 

20. Peraturan Pemerint th Nomor 57 Tahun 2005 ten tang Hi bah 
(Lembaran Negara F epublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Negara R epublik Indonesia Nomor 4577); 



40. Pera tu ran Pemerin1 ah Norn or 33 Tahun 2006 ten tang Tata Cara 
Pcnghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik ln-Ionesia Nomor 4488); 

39. Peraturan Pernerirr ah Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang 
Barang/Jasa Perr.erintah sebagairnana telah beberapakali 
diubah, terakhir dengan Pcraturan Presiden Nomor 4 Tahun 
2015 ten tang Per rbahan Keempat Atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahur 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5655); 

38. Peraturan Pernerint ah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara ~epublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Baran ; Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Inc onesia Nomor 5533); 

36. Peraturan Pemerinah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5272); 

35. Peraturan Pemcrint ih Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 131, Tambr.han Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4370); 

34. Peraturan Pernerint ah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 51 :>5); 

33. Peraturan Pernerintuh Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pern.mfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 51 j}); 

32. Peraturan Pernerintuh Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang 
Tata Tertib Dewan I 'erwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 52, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 

31. Peraturan Pernerintnh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2(09 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagimana telah diubah 
dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Pe raturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 
ten tang Bantuan r euangan kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 
Lembaran Negara R< publik Indonesia Nomor 5351); 



51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Penyusun in Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 20 LS; 

50. Pcraturan Menteri Iralam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Baran ; Milik Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

49. Peraturan Menteri [1alam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada 
Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 1425); 

48. Peraturan Menteri [•alam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 ten tang 
Pedoman Pengclolaan Investasi Pemerintah Daerah: 

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Anggaran Pen Iapatan dan Belanja Daerah sebagairnana 
telah diubah dengan Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 
Tahun 2012 tentan ~ Pcrubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; 

46. Peraturan Menteri [1alam Negeri Nomor 55 Tahun 2009 tentang 
Tata Cara Peria tausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawabar Bendahara Serta Penyampaiannya; 

45. Peraturan Menteri [1alam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokan Ker iampuan Keuangan Daerah, Penganggaran 
dan Pertanggungja waban Penggunaan Belanja Operasional 
Penunjang Pimpina 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta 
Tata Cara Pengernhalian Tunjangan Komunikasi lnsentif dan 
Dana Operasional; 

44. Peraturan Menteri [ alam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 ten tang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

43. Peraturan Menteri [•alam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Keuan gan Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan r,., enteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tent.mg Pengelolaan Keuangan Daerah dan 
Peraturan Menteri [•alam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentung Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

42. Peraturan Pemerir.tah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 .4 Nomor 92; 

41. Peraturan Pemerint ah Nomor 22 Tahun 2012 ten tang Dana 
Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 76, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5299); 



Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 40 
Tahun 2013 ten tang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bckasi sebagairnana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Nomor 62 Tah rn 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Nomor 40 T ahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Daerah Kal-upaten Bekasi perlu diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PE:~TURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2013 
TENTANG KEBIJAKA 'l AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN BEKASI. 

MEMlJTUSKAN : 

59. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bekasi pada 
Perusahaan Daeraf Air Minum (PDAM) Tirta Bagasasi Bekasi 
(Lembaran Daerah J:abupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 4); 

58. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi 
(Lembaran Daerah ~:abupaten Bekasi 
Tahun 2014 Nomor 3); 

57. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 
ten tang Retribusi C aerah (Lembaran Daerah Ka bu paten Bekasi 
Tahun 2011 Nomor :>); 

56. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2011 Nomor l); 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 
tentang Rencanan Pcmbangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Bekasi [Lernbaran Daerah Kabupaten Bckasi Tahun 
2010 Nomor 3); Se bagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 1 Ta iun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 3 T ihun 2010 ten tang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang 0[ erah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2016 Nomor 1); 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Urusan P< merintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran 
Daerah Kabupaten E:ekasi Tahun 2008 Nomor 6); 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi I'ahun 2007 Nomor 1); Sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Per.ituran Daerah Nomor l Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 7); 

52. Peraturan Menteri [ alam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaraan dalam APBD, 
dan Tertib Adrninis trasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawabar Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Serita Neg.ira Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
1744); 

Menetapkan 



/uJ 
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ARIS DAERAII KABUPATEN I: EKASI ~ 
.. 

Diundangkan di Cikarang Pusat 
Pada tan gal 12 Agustus 2016 

HJ. NENENG HASANAH YASIN 

BUPATI BEKASI 

Ditetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal 12 Agustus 2016 

Ttd, 

Agar setiap orang me .rgetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati Bek.isi ini dengan penempatannya dalam Serita 
Daerah Kabupaten Bek asi. 

Peraturan Bupati Be xasi ini berlaku efektif terhitung mulai 
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016. 

Pasal II 

2. Peraturan ini rneruj akan bagian yang tidak terpisahkan dengan 
Peraturan Bupati Bekasi Nomor 40 Tahun 2013 ten tang 
Kebijakan Akuntar.si Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi 
beriku t peru bahann /a; 

1. Ketentuan lampirar I tentang Aset Tetap, Aset Lainnya, 
Penyusutan Aset Lr.innya dan Amortisasi Aset Tak Berwujud 
perlu disisipkan definisi, kriteria penilaian, perolehan, 
pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapkan aset 
lainnya untuk melengkapi Kebijakan Akuntansi sebagaimana 
tercantum dalam Iar ipiran I peraturan ini; 


